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ABSTRAK

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI Ull SEBAGAI
KAMPUS RAOMA T AN ULAMIN®ERSPEKTIF HUKUM HAM DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Rohmi Ahsan Hidayat
14421006

Ide penulis mengambil judul tersebut muncul karkegelisahan penulis
melihat Universitas Islam Indonesia dimana universitas tersebut merupakan
tempat menimba ilmu bagi penulis yang merupakan penyandang disabilitas.
Sebagai kampus swasta tertua di Indonesia, dengan visi terwujudnya Universitas
Islam Indoe si a sebagai kampus rahmatan 1il 6al
kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di
negaranegara maju, sebagai kampashrmat an | i |l éal amin dihar
Ull harus dirasakan juga oleh penyandang disabilitas. Hal itu selaras dengan hak
asasi manusia di indonesia yang menerapkarhbkkpenyadang disabilitas
khususnya aksesibilitas yang harus terpenuhi.

) Fokus dan pertafaan penelitian ini adalah bagaimana konsematan lil
dJamdn terkait penyandang disabilitas sudah diterapkan di Ull dan bagaimana
tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap aksesibilitas penyandang
disabilitas di Ull.Penelitian ini berfuan untuk menjelaskan penerapan konsep
rahmat an dl Ulllséta unauknmemgetahui pemenuhan hak aksesibilitas
penyandang disabilitas di UlI.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan yuridis yang merupakan suaudekatan yang digunakan sebagai
bahan hukum utama dalam Unddogdang yang berlaku di Indonesia, selain itu
peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yang merupakan suatu cara
pandangan agama dalam mengkaji suatu masalah berdasai®anralb an dan
Hadits.

Melihat dari observasi dilapangan serta dokumentasi yang peneliti
dapatkan, bahwa komitmen Universitas Islam Indonesia belum maksimal dalam
pemenuhan hak penyandang disabilitas dilihat dari penerapan aksesibilitas yang
belum sesuai dengan standar papan aksesibilitas yang ada pada peraturan
peraturan pemerintah.

Kata Kunci:Disabilitas, Aksesibilitas, Pemenuhan, Hak Asasi Manusia
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ABSTRACT

FULFILLMENT OF DISABILITY RIGHTS IN Ull AS CAMPUS OFRAYMATAN
L | iLAMQI PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA AND ISLAMIC
LAW

Rohmi Ahsan Hidayat
14421006

The idea ofthe writer to take the title emerged because of the writer's anxiety to
see the Islamic University of Indonesia where the university is a place to gaitekige
for writers who are persons with disabilities. As the oldest private campus in Indonesia,
with the vision of the realization of the Islamic University of Indonesia as a
rahmatanlil'alamincampus, have a commitment to perfection (excellence), &eatis
| sl am, in the fields of educati on, research
quality universities in advance countries, as a rahmatanlil'alamin campus it is expected
that the presence of Ull must also be felt by people with disabilities.im line with
human rights in Indonesia which implement the rights of people with disabilities,
especially accessibility that must be fulfilled.

The focus and question of this research is how the concept of rahmatanlil'alamin
related to persons withghbilities already implemented at Ull and how to review human
rights law in Indonesia towards accessibility of persons with disabilities at Ull. This study
aims to explain the application of the concept of rahmatanlil'alamin at Ull and to find out
the fulfillment of the accessibility rights of persons with disabilities at UlI.

This research uses field research using a juridical approach which is an approach
used as the main legal material in the Laws in force in Indonesia, besides that researchers
also usea normative approach which is a way of looking at religious issues in a problem
based on the Qur'an and the Hadith.

Looking at the observations in the field and the documentation that researchers
receive, that the commitment of the Indonesian Islamic Wsityehas not been complete
in fulfilling the rights of persons with disabilities in fulfilling the rights of persons with
disabilities seen from the application of accessibility that is not in accordance with the
standards of application existing accetflityto government regulations.

Keywords:Disability, Accessibility, Fulfillment, Human Rights
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Indonesia (Ull) merupakan kampus swasta tertua di
Indonesia, kampus ini sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang
didirikan oleh tokoktokoh nasional seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Natsir, Prof.
KHA. Muzakkir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, dll, menjadikan STI sebagai
basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis serta menjadi

tumpuan harapan seluruh anak bangsa.

Namun seiring berjalanan waktu Ull berkembang sangat pesat dengan 8
fakultas yang dimiliki sekarang Ull mampu bersaing dengan universitas lain
dikancah nasional. Ull sudah banyak mencetak alumni yang ikut andil dalam
memajukan bangsa ini. Rektor Ull periode 2@048, Nandang Sutrisno, SH.,
LLM. , M. Hum. , Ph. D. , salahnmsata yia mipidJil kalam b ah w:
terwujudnya kampus yang a h mat an | memilikiokarhitenemi pada
kesempurnaan (keunggulan) risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di

negaranegara maju.Kehadiran Ull harus dirasakan manfaat maupun kebaikannya

oleh seluruh umat manusia sebagaimana visi Ull memnjagih mat an | i | o0al
sehingga disini jelas harus ditrasakan j u:
'Pidato di sampai kan dal am avemanamkan NilaNdail s i publ i

Il nkl usi dal am yargndisglendggarakan téléhMdinik Advokasi dan Hak Asasi
Manusia Univesitas Islam Indonesia, pada tanggal 16 Desember 2017



Islam sebagai agama universakina t a n Uahgi).| Raimatan il
ddam berasal dari katehmahyang terdapat dalam-@ur 6 an hampi r
menunjuk kepada Allah SWTahmahmerupakan subjek utamatau dengan kata
lain, kataahmahdalam alQur 6 an ber i mpl i kasi pada s
dan anugerah rezeki Allah SWTkepada makhluk ciptaanNYA. Sedangkan yang
dimaksud dengaa IU&md menurut para ahli dipahami sebagai kumpulan sejenis
makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun dengan
keterbatasan.Oleh karena itu baik manusia, malaikat, jin, hewan, serta tumbuhan
mendapatrahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad sebagai utus¥AN
Melalui rahmat tersebut maka manusia akan mencapai keterntraman, ketenangan,

dan pengakuan atas fitrahnya sebagai mahluk.

Menurut UndangJndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mmangala
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara

lainnya berdasarkan kasmaan hak.

Dalam UndangJndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

'Rahtini , APendi di kanRabkimama B edkabnarada gima ,
Volume0]no01(2013):69,
http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin
diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB.

2UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Remang Disabilitas

S € ml

i f af


http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultutah kemajemukan bangsa.
Dengan visi misi mewujudkan kampusa h mt a n  §eharuéngal Wl sedar
akan hakhak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi agar mampu

mewujudkan apa yang di citatakan Ull sebagai kampusa h mat an . | i | 6al am

Berdasarkanpaparan latar belakang diatas yang menjadikan penulis
tertari k untuk mengambi l judul APemenuha

Sebagai KampuRa hmat an Reéed $@maélatmi h Hukum HAM di I
B. Pertanyaan Penelitian

Dari paparan diatas muncul bebexapasalah yang akandibahas di dalam

skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsemOna t a anditerkaitgpenyandang disabilitas
sudah diterapkan di Universitas Islam Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia di Indonesia terhadap
aksesibilitaspenyandang disabilitas di Universitas Islam Indonesia
dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan penerapan konsg@nat a nUamd di 6
Universitas Islam Indonesia
b. Untuk menganalisispemenuhan hak aksesbilitas penyandang

disabilitas di Universitas Islam Indonesia

SUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional



2. Manfaat penelitian
a. Manfaat Teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan sesuai
dengan konsentrasi keilmuan peneliti.
b. Manfaat Praktis, yaitu kebermanfaatan bagi lembaga/isisyamg
terkait.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini nantinya,
penulismenguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada

skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sisitematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan kajian penelitian terdahulu
yang memuat keterang&etaangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan
sebelumya seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal, tesis dan disertasi yang
mengelaborasi konsep penyempurna atau pembeda dan untuk menghindari
plagiasi. Dalam bab ini juga berisi kerangka tegang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun teori yang
digunakan vyaitu teori idablitas di dalam Undang/ndang, konseprahmatan
I i | 0 aHulumm Hak Asasi Manusi di Indonesidanpandangan Hukum Islam

terhadap disabilitas



Bab tiga membahas metode penelitian yang menjelaskan metode atau cara
dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat dan
lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik

pengumpulamlata, dan teknis pengumpulan data.

Bab keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam
penelitian yang mana membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Ull
sebagai kampusadma t a nUanigi perseldif hukum HAM di Indonesia dan

hukum Ishm.

Bab kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup
yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti
oleh penulis. Serta saran saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna

sebagai masukan yang bailpkela instansi terkait.



BAB Il
KAJIAN PENELITAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumbamber tertulis yang berkaitan
denganpendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas belum ditemukan
tulisan yang membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas
di Universitas Islam Indonesia.Pada penelitian sebelumnya telah
dilakukan beberapa penelitian terkait pemenuhan hak penyandang
disabilitas yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah

diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Rofi 6at ul Khoiriyz:
Dalam AFQur 6ano menj el askan bahwa penul
penemuan bahwa-u r 6 an me njgméslditalbekyaitn turianetra
dan tunadaksa, yang dalam-@u r 6 a n member i kan per h:
terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak memiiestbakan antara satu
dengan yang lainnya, baik seseorang dlam keadaan cacat atau

sempurnanya, yang dinilai Allolalah ketagwaan dan keimanannya $aja.

Pada penelitian M. Khoirul Hadi , y
Studi Tentang Hukum | sl am Berbasis

mendapatkan bahwa isu disabilitas dalam fikih menunjuk beberapa

IRofi 6i at ul KhoiriYQahotoanbi Samalr abgl amakblbl tas
Walisongo Semarang 2015



kondis yang harus diperhi&an didalam fikih disabilitas, yaiti:P e r t a ma
bahwa fikih difabel itu ada tetapi masih sarsamar, karena belum
keberpihakan fikih terhadap hdlak disabilitas. Kedua, konsep magashid

syari 6ah. Dengan demi ki an pekerjaan r
menjadi tantangan bagi kaum muslimin termasuk masyarakat muslim

|l ndonesia masih belum atau Akurango d

di sabji litasbo.

Pada penelitian Novita Apriyani,
Penyandang Disabilitas Pengguna Alat BantuadPada Bangunan
Il nstitusi Pendi di kan Studi Kasus Uni
bahwa fAaksesibilitas dalam kajian in
pada bangunan institusi pendidikan dengan mengambil kasus sarana
aksesibilitas yang terdapat di Unigsg#as Indonesia pada tiga fakultas
dengan rumpun ilmu yang berbeda guna melihat sejauh mana
aksesibilitas di Universitas Indonesia dapat memfasilitasi kebutuhan
penyandang cacat fisik pengguna alat bantu gerak walker, dan kursi
roda. Kesimpulan akhimenunjukan bahwa aksesibilitas pada ketiga
fakultas masih belum mencapai sempurna sesuai dengan standar yang
ada untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas serta belum

memenuhi asas aksesibilitas; keselamatan, kemudahaan, kegunaan,

M. Koirul Hadi, #@FiTkinh abigs dluikluimt d s:1 a®t Be&r basi
Palastren, vol.9, no. 1 (2016):
1,https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILITAS_Studi_Tentang_H
ukum_lIslam_Berbasis_Maslahah, diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam
12.09WIB



kemandirian.Namun sebagian fakultas telah berusaha menghadirkan
elemenelemen aksesibilitas yang cukup memberikan kemudahan bagi

penyandang disabilitas sebagai penggu

Pada penelitian Dion Teguh Pratomo, Sudarsono, Mohammad
Fadl i, yang b e rPerindungan HalP Atas Pknslidikara a n
Bagi Penyandang Disabilitas®€ople With Disability Di Universitas
Neger i Gorontal oo menjelaskan bahwa
meneliti tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, meneliti
tentang hambatan di dalam rpses pelaksanaaperlindungan, serta
meneliti terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Univesitas dalam
mengataspermasalahay ang ada. ABerdasar kan has
dapat disimpulkan; 1).Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidika
bagi penyandang disabilitas di UNG adalah belum optimal, 2). Hambatan
yang dialami oleh UNG antara lain: belum tersedianya bahan ajar yang
sesuai dengan kebutuhan mahasiwa difabel, ketiadaan dosen pengajar
yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasighungan kampus
yang belum ramah terhadap difabel, ketiadaan sarana dan prasarana, serta
ketiadaan dana, 3). Upaya yang dilakukan oleh UNG anatara lain;
Melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua progam studi
yang ada, menyediakan sarana p@sa Yyang aksesibel,

menyelenggarakan proses pembelajaran yang ramah difabel, serta

SNovi ta Apriyani, fAksesibilitas Penyandang Di
Pada Bangunan I nstitusi Pendi di kan: Studi Kasus
Universitas Indonesia 2012.



menyediakan dosen yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi

dengan mahadiswa difabel 0.

Pada penel i tian Rahbini, M. Pd, y
Berparadigma Rahmata L i | 6.NMénglaskamid a hcavapandang
|l slam rahmatan | il édalamin dalam pend
keniscayaan, karena disadari atau tidak pendidikan Islam adalah tempat
menyemai kadekader umat manusia yang diharapkan nanti menjadi
pendulu grubahan yang bermoral dan berdaya guna bagi alam semesta.
Unt uk menj adi me si n pencet ak manus i
pendidikan Islam paling tidak harus memiliki empat wawasan pokok
dalam proses pendidikannya. Pendidikan yang humanistik memandang
manusa sebagai manusia, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan
dengan fitrakitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus
melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebgai
makhluk yang menghargai hdlak asasi manusia, seperti hak untuk
berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak

bebrbuat kasih sayang dan lain sebagainya

Pada penelitian Arif Maftuhin, yan

Bagi Di fabel (Studi atas Empat Mas | i c

‘“Di on Teguh Prat omo, dkk, fi P eHeradilikan Bagia n Per |l i
Penyandang DsisabilitaP¢ople With Disability d i Universitas Neger. Gor
Universitas Brawijaya 2015.

S’Rahbini, fAPendi di Rarh mag laaam tBadmam &/ohamd ing ma

01,no 01 (2013): 145,
http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin
diakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 13.22WIB.



http://www.academia.edu/35096108/Pendidikan/Islam/Berparadigma/Rahmatan/Lilalamin
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yang medorong pembangunan tempat umum untuk dodesain agar bisa
diakses semua jenis orang kalah dengan ide masjid sebagai media untk
O0mel angitdé tidak hanya spiritual t et
terdahulu dapat disimpulkan bahwa dari keempat masjid bigrse

memang hanya Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga yang
mendekati kriteria aksesibilitas. It
yang harus dilakukan karena aksesibilitas fisik hanya sebagian dari

aksesibilitas ibadah.

Pada penelitiarM. Syai 6 i y a n g Pemenuhan uAksesibilitas
Bagi Penyandang Disabilitasb a h w a Apemerintah har u
menciptakan mekanismmsmplaintbagi penyandang disabilitas. Karena
mekanismecomplaint adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan
hakhak penyandag disabilitas. Karena itu, tidak ada alasan bagi
pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum akses
bagi penyandang disabilitas. Pemerintah gahkan harus menjadikan
standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap
banguan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus

mendorong perwujudan mikanisme complain yang efektif bagi para

SAr i f Maf t uh istbadahiBadi Bifabeli Shudi AtastEmpat Masjid di
Y o gy a klakludi, ¥a.1,No 2 (2014): 266267,
https://www.resarchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel Studi_at
as_Empat Masjid_di_Yogyakartdiakses pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 15.13
WIB.



https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta
https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta
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penyandang disabilitas. Sebab jika tidak, pemerintah tekatagori

mel akukan pelanggaran HAMO

Fajri Nursyamsi pada penelitian yabgrjudul Kerangka Hukum
Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas
mengungkapkan bahwa #ADisabilitas mer .
Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia, yaitu
sudah adanya konvensi hhkk penyandanglisabilitas yang disahkan
PBB pada 2006, dan di Indonesia meratifikasinya pada tahun 2011
melalui UndangJndang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya konvensi
tersebut bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu
disabilitas. Semenjak itu secara nonf&drmil, pemenuhan hak
penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi
sekedar belas kasih. Dalam konteks itu, disabilitas dipahami sebagai
hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik
dalam aspek sarana darasarana maupun stigma atau pemikiran

masyar ak&t sekitaro

Pada penelitiarberdasarkan pembahasanyang peneliti jabarkan,
bahwa, Aipemerintah terkesan masi h me

secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk mermperol

™. Syafi 6i ed, fiPemenuhan Aks elsklud, vdli,Noas Bagi |
2 (2014): 28889, http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987 diakses pada hari
kamis 18 Juni 2020 pukul 9.34 WIB

8Fajri Nursyamsi Estu Diyah Arifanti, dkkKerangka Hukum Disabilitas di
Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2015).



http://202.0.92.5/pusat/inklusi/article/view/1075/987
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pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sedangkan regulasi pada level
Perdanya dari masiAgasing daerah ada beberapa kekaburan norma
hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas
pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitasanDdlal ini

telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijaki@mative action
bidangaksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang
disabilitas, meliputi; 1) Menyempurnakan; 2) Mengubah agar jauh lebih

baik; 3) Mengadakan sesuatu sebelumnya balwma 0

Pada penelitian Fanny Priscyllia,
Terhadap Fasilitas Pel ayan Publ i k I
menjelaskan bahwgpenelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhgaaman
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan
perundangundangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas
pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Maka dapat
disimpulkan : 1. Pelayan publik merupakan lo@sar warga negara dan
tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan
hak asasi manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang
dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin
aksesibilitas terhadap fasds publik bagi penyandang disabilitas yang

diataur dalam beberapa kebijakan.2. Aksesibilitas merupakan syarat

Jazim Hamidi, APerlindungan Hukum Ter hadap
Mendapatkan Pendidi kan dan Pekerjaano, Jurnal Hu
(2016): 6527 671, https://purnal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650iakses pada hari
kamis 18 Juni 2020 pukul 10.30 WIB



https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7632/6650
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penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas
kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh

pemerintab.t?

Yang membedakan skripsi ini dengan 10 penelitian tersebut adalah
skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang
disabilitas dengan dua (2) perspektif; yaitu perspektif hukum hak asasi
manusia yang telah diratifikasi Indonesia dan perspektiitmukslam
dengan mengambil tempat penelitian di Universitas Islam Indonesia yang
merupakan kampus Islam tertua di Indonesia yang memiliki visi sebagai
kampusr a h mat a n Renmeliti@anani Eerujuan.untuk menjelaskan
penerapan konsemma t a nUanji di Ulldyang berkaitan dengan
penyandang disabilitas dan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan

hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UlI.
B. Kerangka Teori

1. Disabilitas di Dalam Undangndang

Di dalam UndangJndang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas Pasal 2 disebutkan bahiigelaksanaan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas berasask@):Penghormatan terhadap martabat,

(b) Otonomi individu, (c) Tanpa diskriminasi, (d) Partesppenuh, (e)

YFanny Priscyllia, AKaj i an Hukum Ter hadap
Penyandang Dilexa b iQrinena s 50 No. 3 (2016): 1,
https://media.neliti.com/media/publications/34U>-kajian-hukumterhadagfasilitaspelayanan
publik-bagipenyandanglisabilitas diakse pada hari selasa tanggal 19 november 2019 jam 17.02
WIB.



https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas
https://media.neliti.com/media/publications/3442-ID-kajian-hukum-terhadap-fasilitas-pelayanan-publik-bagi-penyandang-disabilitas

14

Keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) Kesamaan kesempatan, (Q)
Kesetaraan, (h) Aksesibel, (i) Kapasitas yang terus berkembang dan

identitas anak, (j) Inklusif, (k) Per

Sedangkan pada Pasal 5 Undahglang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak:
i ( aHidup, (b). Bebas dari stigma, (c). Privasi, (d). Keadilan dan
perlindungan hukum, (e). Pendidikan, (f). Pekerjaan, kewirausahaan, dan
koperasi, (g). Kesehatafh). Politik, (i). Keagamaan, (j). Keolahragaan,
(k). Kebudayaan dan pariwisata, (I). Kesejahteraan sosial, (m).
Aksesibilitas, (n). Pelayanan publik, (0). Perlindungan dari bencana (p).
Habilitas dan rehabilitas, (q). Konsesi, (r). Pendataan, (s). Hidoaras
mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (t). Berekspresi, berkomunikasi,
dan memperoleh informasi, (u). Berpindah tempat dan kewarganegaraan,
(v). Bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan

eksploitasio.

Dalam AiUndangUndang No 8Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilita® disebutkan bahwa penyandang disabilitas addisdtiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengahi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
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secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak!!

Pada pertemuan tentang ketunetraan Asia yang diselenggarakan di
Singapur a pad a Intersationah Fede@t®nd of @iBlendh i
(IFB) danWorld Council for the Welfare of The BligdWC WB ) 0 , dal am
pertemuan tersebut istilah difabel dikenalkan pertama kali dengan istilah
Adi ffabl edo, kemudi an di I ndonesi a ¢
|l stilah dAadiffabla&akKmnmomienmddarni mediufpfadkracé
dan kata bendanya adalatiffability yang merupakan akronim dari
different abilityyang diperkenalkan oleh oramgang yang tidak setuju

dengan istilah fAd¥sabledod dan fAdisabi

Sebelum ada Undadgndang No 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Di s abUndangtNa 4 Talaud 4997ftdhtardya n g
Penyandang Cacato masi h memposi si kan
obyek dan bersifat bel as {adangh an. D
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandan
posisipenyandang disabilitas sebagai orang yang diakui keberadaannya
dengan kata lain manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang
sama dengan war ga negarUndahgdNomondy a . Di
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacato

penyandang <cacat adal ah Asetiap oran

1lUndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2Akhmad SolehAksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi
Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di YogyakatY ogyakarta: LkiS, 2016), 19.
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dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan secara selakyaknya, yang terdiri
dai: penyandang fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat
fisik dan me n-Uraldn® Penyanslang Gaced iai nlabih
bersifat iba ¢harity baseldl dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
masih dinilai sebagai masalah yang bersifat jaminaralsaghabilitas

sosial dan peningkatan kesejahterahan sosial. Menurut UHifedeng
Penyandang Cacat sudah tidak relevan dengan upaya peningkatan harkat
dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia
seutuhnya.Amandemen peraturan perundarpngan yag ada setelah

19 (semilan belas) tahun telah menginisiasikan penyandang disabilitas

sebagai bagian dari hak asasi mantisia.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada
mereka yang memiliki kelainan fisik atau nbsik.Menurut Undang
Udang No. 8 Tahun 2016 adal ah (1)
terganggunya fungsi gerak, anatara lain amputasi, lumpuh layuh atau
kaku, paraplegi, celebral palsy (cp), akibat stroke, akibat kusta, dan orang
kecil. (2) Penyandang disabilitas intele&t yaitu terganggunya fungsi
pikir karena tingkat kecerdasan dibawah +ati@a, antara lain lambat
belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. (3) Penyandang disabilitas

mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. (4)

NO.

“Erna Ratnaningsih, APergeseran Paradigma
8 Tahun 2 Ghitp6:/dbusinesfavk bintisiapid/2D86104/29/pergeseran

paradigmaentangpenyandanglisabilitasdalamuu-no-8-tahun2016/diakses pada hari ahad

tanggal 24 november 2019 jam 16.55 WIB.

NP

Ten


https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
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Penyandang disdlias sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari
pancara indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau
di sabi | i ©ibawahiinc @emubsdakan jelaskan beberapa jenis

disabilitas.

a. Tunanetra

Tunanetr a ad ahgantemilikiihambataniddlam vy
penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan
yaitu buta totaltptally blind) dan kemampuan melihat amat rendah
(low vision). Disebut sebagai ketegori buta jika seorang sama
sekali tidak mampu menerima rangsamgahaya dari luar dengan
visus = 0. Pada kategofow vision masih mampu menerima
rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang
dari 6/21, atau hanya mampu membauoasadline pada surat

kab®r o.

b. Tunarungu

Tunarungu adal ah fAsuatdangarak e adaan
yang menegpkibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai
rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.Andreas

Dwidjosumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau

Y“Ni da Salsabil a, Idkkagii RRéhmdjid i Dearsg Bro sDiasabi | i
Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018):-298,
http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/20496/9361

15Akhmad SolehAksesbilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi
Kasus Empat Perguan Tinggi Negeri di Yogyakart@Yogyakarta: LkiS, 2016), 225



18

kurang mampu mendeag suara dikatan tunarungu. Tunarungu
dibedakan menjadi dua kategori: tuli (deaf) dan kurang defayar (

of hearing) Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya
mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak
berfungsi. Sedangkan kurang dengdalah seseorang yang indera
pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat
berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa
menggunakan alat bantu dengaedring aid$. Tingkat ketajaman

pendengaran dapat di kefahui dengan

c. Tunadaksa

Tunadaksa adal ah fAsuatu keadaan r

akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi

dalam fungsinya yang normal.Kondisi ini dapat disebabkan

penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan

sejak lahir.Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang
menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau
gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas

normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri

sendirio.

¥bid., 27-28
Mbid., 30.
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d. Tunarungu Wicara

Seorang dikatan tunarungui car a apabil a fAmer ek:
daya dengarnya sedemikian rupa sehingga pengembangan potensi
diperlukan pendidikan khusus. Menurut david (2009: 274)
klasifikasi berkurangnya pendengaran menurut lokasi anatomi
meliputi: (a)conductive hearing lossdalah kondisi berkurangnya
kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf organ fisik
dari telinga: (b) Sensorineural hearing lossadalah kondisi
berkurangnya kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya syaraf
telinga; (c) Mixed hearing loss adalah kondisi berkurangnya
kemampuan mendengar dikarenakan rusaknya organ fisik dari
telinga dan rusaknya syaraf organ telinga. Tuna ruwigara
adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik
permanen maupun tilgpermanen. Klasifikasi tuna runguicara
berdasarkan tinggkat gangguan pendengaran adalah: (1) gangguan
pendengaran sangat ringan 4Jdb), (2) gangguan pendengaran
ringan (4155db), (3) gangguan pendengaran sedang (6ib), (4)
gangguan pendengaran &ief7190db), (5) gangguan pendengaran
ekstrem/tuli (diatas 91db). Karena memiliki hambatan dalam
pendengaran individu tunarungu memilik hambatan dalam
berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara.Cara

berkomunikasi dengan individu menggunakan bahéasyarat,
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untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan

untuk isyarat bahasa berbelllee d a di s éti ap negar ao.

Di Indonesia sendiri peraturan tentang jaminan pendidikan bagi

penyandang disabil it a-8ndadg Momorr39 d i dal
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi a:
54.

Pasal 42

nSetiap warga negara yang berusi a
mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan atas biaya negara, unto&njamin kehidupan yang layak

sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa
percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan

ber masyarakat, berbangsa dan berne

Pasal 54

ARSeti ap anak yang cacat fisik dai
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri
dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsal an bernegar ao.

Maria Denok Bekti Agustinus, fdAPenanaman Pros
Berkebutuhan Khusus (Tuna Rungu Wi Cakmaveala Dal am Per
Dini 5, no 1 (2014): 34https://media.neliti.com/media/publications/240§id&hanamaiproses
pendisplinardiri-anak965462f2.pdidiakses pada hari rabu 29 Januari 2020 jam 20.47 WIB



https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240619-penanaman-proses-pendisplinan-diri-anak-965462f2.pdf
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Selain itu masih banyak peraturan lain yang juga melindungi hak
para penyandang disabilitas ini misalnya saja UU Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan dan Gedung Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1),
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesgg@ahan Sosial Pasal 9 ayat
(1), UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 ayat

(1) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DisaBfitas.
2. KonsepRaimat a Mlampi | 6

Universitas Islam Indonesia (Ull) lahir 40 hari sebelmroklamasi
kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 dengan nama
Sekolah Tinggi Islam (STI). Berdirinya STI dipelopori oleh para tekoh
tokoh nasional Indonesia seperti Dr. Moh. Hatta, Moh. Nasir, Prof. KHA.
Muzakir, Moh. Roem, KH Wachid Hasyi dll yang mempunyai cieita
bersama mengembangkan pendidikan yang mencerminkan nasionalisdan
islami serta menjadi harapan anak bangsa yang pada saat itu perguruan
tinggi yang ada adalah tinggalan Belanda (Technishe Hoogeschool atau
Institut Teknologi Bandung kini, Rech Hoogeschool di Jakarta dan
Sekolah Tinggi Pertanian di Bogor). STI lahir untuk menjadi bukti

adanya kesadaran pendidikan pada mayarakat praSumi.

i on Teguh Pratomo, dkk, AfPel aksanaan Perlin

Penyandang DsisabilgaPeople With Disability d i Uni versitas Neger.i Goron

Universitas Brawijaya

205ejarah UlI, dikutip dari
https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=100&b=I&v=3&j=I&id=b&/nerdiakses pada hari rabu 29
Januari 2020 jam 20.35 WIB.



https://unisys.uii.ac.id/cetak.asp?u=100&b=I&v=3&j=I&id=1&owner
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Dengan pindahnya ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada

tanggal 10 April 1946 STlyn hijrah ke Yogyakarta dan berubah nama

secara resmi menjadi Universitas Islam Indonesia (Ull) pada tanggal 4

juni 1948 dan membuka 4 (empat) Fakultas, ydikakultas Ekonomi,

Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agarodl

berkembang sajat pesat, sebagai perguruan tinngi tertua di Indonesia

UIl memiliki lebih dari 22 (dua puluh dua) fakultas cabang yang tersebar

di seluruh I ndonesia ASurakarta, Madi

Cirebon dan Klatenodo dlengan pusat di Y
Dengan adanya kebijakan pemerintaliersebutabang dari

Universitas Islam Indonesiaharus ditiadakanjadikampuscabang ini

kemudian tumbuh sebagainukdikan tinggi baru.Maka secara tidak

langsung Ull ikut andil dalamperkembangamperguruan tinggi di

Indonesia dn secara nyata Ull menjadionggak sejarah dalam

pendidikan nasionaf

Universitas Islam Indonesia sebagai pionir perguruan tinggi di
Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam kebebasan akademik yang
dimana corak pemikiran tersebut mendapat apresiagi th)aggi.Dengan
lingkunagn yang kondusif sebagai tempat belajaran dengan potensi

dalam inovasi, Ull sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia

bid.
2bid.
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berkomitmen dalam mendidik mahasiswa agar menjadi pemimpin yang

mempunyai wawasan global yang inovatif.

Universitas Islam Indonesia (Ull) merupakan Universitas yang
memi | i ki Vi si mi s raim@t @ nlengjp.uDdhledy a k a mp
Islam, Islam sendiri dikenal sebagai agama h mat an yangl 6 al a mi
artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan
kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan,
tumbuhan dan jin, apalagi sesama mantfsRernyataan bahwa Islam
adalah agamanya yang ah mat an kebdndrreyd aadalam

kesimpuan dari firman Aleh SWT:

%5 € ol b OBy SR

fiDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi semAsbiayaha®haya( Q807 Al

Dalam hal ini penyandang disabilitas juga termaswaldimnya
yang harus dilindungi dan dihormati hhkknya, karena Islam itu
mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, membebaskan

manusia dari semua macam kezhaliman, melepaskan manusia dari rantai

Fat hul Wahid, fselamat datang di Universitas
https://www.uii.ac.id/profil/diakses pada hari rabu 2%dari 2020 jam 20.54 WIB.
#%»Septian Raha, f#flslam Sebagai Rahmatan Lil 6al

https://lwww.academia.edu/6194297/MAKALAH_ISLAM_SEBAGAI_RAHMATAN_LILALAM
IN diakses pada hari Kamis tanggal 21 Febuari 2019 jam 18.04 WIB.

BZAl-Qur 6an -8ob akhyatd®r

26Tim Penerjemah AQur 6 a@Quibban Karim Dan (Yogyakprmmahan Ar t
Ull Press, 1999), 585


https://www.uii.ac.id/profil/
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perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinanirdharmateri,

dan sebagainya.

At-t ur at s i sebuah@eanikiran atdu konsep.Seperti halnya
gagasan dari IslaRaima t a tlami Ih i 6 iRasn@it la ddammpi | 6
terdiri atas dua kata rahmat yang berarti kasih sayang) dah 6 al a mi n
yang berarti seluruh alam. Istilah ini sebagaimana tercantum didalam
surat AFAnbi yaad ( 21) : iThabari (22M819/838923) diAt h
dalam Jami 6ul Bauyradmanf i paaaéawiull aamla t a
pendapat mengenai maksud ayat ini, apakdimat itu (diutus Nabi
Muhammad) ditujukan kepada seluruh alam, termasuk ayeargy
kafir? Atau hanya kepada orangang beriman?Menurut AfRhabari
yang paling benar adalah pendapat pertama.Adapun (rahmat) bagi orang
beriman maka sesungguhnyaahlimenberikan petunjuk kepadanya dan
memasukan keimanan ke dalam dirinya dan memasukannya ke dalam
surga dengan mengajarkan amal yang diperintabhAtapun bagi
orang kafir (maka rahmat) itu berupa
diturunkan kepada umaimat yang mendustakan rastdsul Allah

sebel ¥myao.

Jadi dapat dikatan bahwa gagasan tersebut masih konsep yang
abstrak. Oleh karena itu agar lebih operasional, gagasan Redmmatan

| i Gamdvberikut ini bisa menjelaskan gagasan tersebut, merupakan

2 smail Yahya, f#il sl am Rp/wmaitimn Lil 6al amind da
surakarta.ac.id/?p=180, html diakses pada sabtu, 23 November 2019, pukul 21.20 WIB.



http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
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gagasan dan upaya orang Islam khususnya di Indomesrgadikan

| sl am: Al sl am sebagai rahmat bagi
keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk alam lainnya. Yang
diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum minan nas dan juga
hablum minal alam.Makanya Islam yang menyelamatkan adslaim

yang memberi kan kesé&l amatan bagi semu

Landasan dari agama Islam adalah kerasulan rahmat. Landasan ini

ditegaskan dalam ayat:

2 € ol b PRy SR

fiDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (ménjad
rahmat bagi semAsbiayaha’haya({ Q807 Al

Penegasan bahwa Nabi Muhammad di utus sebagai rahmat bagi
seluruh alam dalam ayat itu menggunakan pola kalmfti st i t sanad
(menafikaame ngecual i kan) : i K amafy), kecuald a k me n
untuk menjadi rahmat (istitsnab6é).o P
(al-gashp) dan menurut teori dalam bahasa arab kekuatannya dalam
memberi pembatasan masih kalah dibandingkan @oka t(dergén
menggunakan kata sambuiey yang ber.dadt menuiub uk an o)
teori itu, penegasan risalah Nabi sebagai rahmat dengan pernyaaan

maa arsalnaaka illaa rahmatamu masih kalah kuat dibandingkan

2 bid.

ZPAl-Qur dan -BnbakaAb Ayat 107

30Tim Penerjemah AQur 6 a@Quibhn Karim Dan (Yogyakprmmahan Ar t
Ull Press, 1999), 585
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denganinnaa arsalnaakaranat a nUamgi i Seésungguhnya Ka
mengutusmu untuk menjadi rahmat, bukae n j a d i | aknat 0. N a
nafyi s t iitt datad® penggunanaannya diartikan untuk menetapkan

kualitas bagi suatu dengan mengesampingkan darinya segala kualitas
selainnya secara total, sehingga pengertian pernyataan tersebut adalah

ARiIi sal ah Na4a dan risalahuyang adakmmaenjadi rahmat itu
bukanlah risalahnyao. Maka pengerti a
untuk menegaskan Allah dalamhlil (la ilaha illa Allah) dan syahadat

pun menggunakan pola itu, bukan pola lain yang dikatakan lebih kuat

dalam menberi pembatasan. Penggunaan pola tersebut sudah barang

tentu untuk menafikan kualitas ketuhanan dari selain Allah yang

dipercaya sebagai Tuhan dalam agamama politeis!
3.  Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

AnPada dasarnya t er dap audsia yhiua h a k
pertama hak manusia human right) yaitu hak yang melekat pada
manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. la berkaitan
dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat
dicabut, tidak bergantung dengan ad#éau tidaknya orang lain
disekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi manusia menjadi asas
undangundang. Wujud hak ini diantaranya berupa kebebasan batin,

kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik,

3Hamim llyas,Fikih Akbar:PrinsipPr i nsi p Teol ogis I slam Rahmat a
(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018), 11%5.
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melakukan pernikahan, kebebasamuk berkumpul dan mengeluarkan
pendapat, emansipasi waniteedua, hak undangundang kegal right)

yaitu hak yang diberikan oleh undangdang secara khusus kepada
pribadi manusia.Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus
jelas tertuang dalansejumlah peraturan perundangdangan.Barang
siapa yang tidak memenuhi ketentuan undamgang maka kepadanya
dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang

undadhgo.

Setelah tumbangnya orde baru, maka dimulailah era yang disebut
Aref or Magia era ini, pel embagaan
kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi UUD hasil
amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki
wewenang menetapkan UUD telah mengamandemenkan UUD 1945
sejak tahun 1999 deag amandemen pertamanya. Pada tahun 2000 telah
dicantumkan dengan tegas tentang-hak asasi manusia dalam Bab
tersendiri dengan rinci dalam 10 pasal, yaitu 28A sampai 28J. Dengan
demikian hak asasi manusia secara konstitutif telah diakui sejak
berdirinya negara.Perkembangan yang signifikan bersamaan denga

pergantian pemerintah adalah Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998

32Eko Riyadi (ed.)To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di
Indonesia (Yogyakarta: PUSHAM UI1,2012),190.
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tentang Hak Asasi Manusia.MPR tidak pernah menghasilkan Ketetapan

Instrumen mengenai hak asasi mandgsia.

UndangUndang Dasar Republik Indesia Tahun 1945 tidak
mengatur secara khusus hak penyandang disabilitas.Akan tetapi dalam
ketentuan Pasal 28 H ayat 2 meny a'l
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guencapai
per samaan dan keadil ano. Di pertegas
bahwasanya fisetiap orang berhak bebas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
di skriminatif it uo. ténsebbuta megmggumakaha | a m  k
kalimat yang umum tidak ada batasan untuk siapa saja, sehingga
penyandang disabilitas merupakan bagian di dalamnya yang memiliki
hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan pola
khusus dalam pemenuhan haknya tersebukaMstiap orang yang ada
dal am Pasal 28 H diperkuat dengan t a
Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUJI | / 20090 dan i Pu
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUVY1 | / 2010 0, dal am t a
Ahak konstitusi ona2)UUDd94adalaR mmirah 2 8 H ¢
konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran
ketertinggalan, pengucilan,pembatasan, pembedaan, kesenjangan

parisipasi dalam politikdan kehidupan publik yang bersumber dari

#Hbid.,. 21
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ketimpangan struktural dan sosdoltural mayarakat secara terus
menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup
publik maupun privat atau yang dikenal dengaffirmative action
Pemenuhan terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab
pemerintah dalam hal ini sebagaimayang tertuang dalam Pasal 28I
UUD NRI 1945.Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan
bahwa negara mengembangkan sistem jaminansosial bagi seluruh rakyat
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Pengaturan dalm Undafdgndang termuat alam UndangJndang No.

39 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 ayat (30 disebut bahwa setiap
orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan
khususnya. Yang dimakdu dengan kelompok makgareentan dalam
UndangUndang HAM anatara lain orang lanjut usia, aaakk, fakir
miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Indonesia juga telah
memiliki UndangUndang Penyandang Disabilitas dari Undéahglang

No. 4 tahun 1997 tentang Penyand&erat menjadi Undargndang

No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia juga secara
aktif melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional, baik
ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai kosekuensi Indonesia
menandatangani konvesi tebsit. CPRD di ratifikasi dengan Undang

Undang No. 19 tahun 2011 Dengan meratifikasi memiliki konsekuensi
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hukum terkait dengan perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi

manusia khusunya bagi penyandang disabiiftas.

4. Pandangamlukumlslam Terhadap Didmalitas

APara ahl. Hukum I sl am pada tahun
AUNni ver s al | sl amic Declaration of Hur
Qur dan dan sunnah Nabi. Pernyataan d:«

puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang maéligegala aspek
kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang
disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a) hak untuk hidup, (b)
hak untuk mendapatkan kebebasan, (c) hak atas persamaan kedudukan,
(d) hak untuk mendapat keadilan, (e@akh untuk mendapatkan
perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak untuk
perlindungan dari penyiksaan, (g) hak untuk mendapatkan atas
kehormatan dan nama baik, (h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara,
() hak untuk bebas memilih agama, (j) hakuk bebas berkumpul dan
berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (l) hak
jaminan sosial, (m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala
sesuatu yang berkaitan dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan

rumah tangga, (0) hakit uk mendapat®Ran pendi di kan

S%aApr i | 1 i n &akPenyardang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional
Dan HAM N é&ra Hukuma, ho, 16(2017): 17179,
https://media.neliti.comviedia/publications/900 7B -hakpenyandanglisabilitasdalant
perspek.pdf

35Akhmad SolehAksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi:
Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di YogyakéYtagyakarta: LkiS,2016),385.



https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/90075-ID-hak-penyandang-disabilitas-dalam-perspek.pdf
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Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan
kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi
penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk
Abel aj ar o, I alliki lpeandetalruan,t sikkap pdan kecakapan
kemudi an ber kembang menj adi Amenge
menguasai banyak hal. Proses tersebut terjadi karena manusia menggali

potensi yang dibilikiny&®°

Syari 6at adal ah r umu siatamprestasik®s m i s | a
Qur dédan dan Hadits sebagai sumber da:c
terpenting, di samping kalam dan tasawuf, yang menentukan eksistensi
| sl am. Begitu kuatnya posi si syari 60at
komunitas yang dibentuknya adalkbmunitas yang menjunjung tinggi
peradapan hukum berbeda halnya dengan masyarakat yunani yang
begitu memuja filsafat dan barat yang menjunjung tinggi ilmu
pengetahuan dan teknologi . Pemel uknya
suatu yang komprehensif danndmis dalam menjawab tantangan
tantangan zaman.Misalkan dalam kasus hak asasi manusia. Perspektif
histori, syari oat bukanl ah wahyu | a
merupakan produk penafsiran dan penjabaran logis dari teksuAt 6 a n

dan Hadis’

38lbid.
%’Eko Riyadi (ed.)To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di
Indonesia(Yogyakarta: PUSHAM Ull, 2012), 46402.
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Manusia dem pandangan Islam adalah makhly&ng paling
sempurna bentuknydidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari
manusia kecuali Ah SWT., meskipun sebagian manusia diciptakan
dalam keadaan kondis fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang telah
ada @lam diri manusia semua pemberian Allah SWT. Sebagaimana
firman Allah yang tertera dalam surat-Tah ayat 41 bahwa
ASesungguhnya Kami telah menciptakan
sebaikb ai knyao. Demi ki an pul a-Hyj@atg t er me

ayat 13yang berbunyi:

fiHai manusia, sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu dari jenis
laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu saling mengenal
secara baik, sesungguhnya yang mulia disisi Allah di antaramu
adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguhhdla

Mengetahui dan -MamalBEl i ti 0( QS. Al

Sedangkan Dalam hadis Nabi sebagaiman diriwayatkan oleh
BukhartMus |l i m juga di katakan abtdakwa : ASe
melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapiahll mel i hat hati mu,
BukhartMuslim). Den@n demikian kedua ayat dan hadis tersebut dapat
di si mpul kan bahwa Al sl am memandang
egaliter serta memandang subtansi manusia lebih pada suatu yang

bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua

%Tim Penerjemah AQur 6 a@Quibban Karim dan (Yogyakgrteima han Ar t
Ull Press, 1999), 931
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manusiamemiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang
sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Yang membedakan diantara

manusia adalah aspek Ketakwaan dan ke

Secara historis Nabi Muhammad Sawpun pernah memperlakukan
penyandang disdlitas dengan perlakukan secara sama. Seperti yang
terungkap dalamasbab amuzuls ur a't 0 A bda dalam Bafsia t 1
Jal al ai n, ibahwa pada suatu hari d
tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi
Maktum kernama Amr Ibnu Qais (anak lakki paman Siti Khadijah).

Dia berkata dengan suar a akpmtakuk er as Kk
apaapa yang telah AdAh aj ar kan kepadamu. o0 Karen
saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetakesibukan Nabi

yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin QUNalsy.

sangat menginginkan mereka masuk Isl&fal ini menyebabkan Nabi

bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Tbonu Ummi Maktum lalu

menuju rumah tetap menghadapi pembgsanbesa Quraisy. Karena

merasa diadkan, Abdullah Ibnu UmmMaktumb er k at a: AApakah
saya katakan ini mengganggu Tuan?0 N
turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap
Abdullah  Ibnu Ummi Maktum datang berkunjng, Nabi selalu
mengatakan: ARSel amat dat ang orang }

menegur ku karenanya, 0 | alu Nabi me ngh

3%Akhmad SolehAksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap perguruan Tinggi:
Studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyak@riagyakarta: LkiS,2016), 333.



34

tempat duduk Abdullah Ibnu UmmiMaktum Selanjutnya Nabi
mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ilomoni U
Maktumuntuk memangku jabatan sebagai walikota dan dia adalah orang
kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai

mubalig atau ‘dad6i ke Madinaho.

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Rispl€imaim tentang
literature fikih baragkali adalah survey yang paling lengkap yang pernah
ditulis dalam bidang penyandang disabilitas. Sebagamana yang
disebutkan dalam bukunyRisability in Islamic Law peneliti tersebut
membahas secara detail, setiap pasal dalarbdlalklasik kitab fikih
untuk menggali bagaimana hukum Islam menetapkan aturan khusus bagi
mereka yang karena ganguan fisik dan mental tidak bisa dituntut untuk
aturan terkait ibadah secara formal. Fenomena ini menunjukan bahwa
bersikap menghargai, menerima penyandang disabilipas aalanya,
mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban
kewajiban keagamaan sebagai muslim. Islam memandang disabilitas
bukan merupakan hukuman, akan tetapi ujian dari Allah dalam proses

memperkuat keimanan.

Kesimpulan RispleaChaim sebenarmy terdapat dalam hampir
semua kitakkitab fikih.Akomodasi bagi penyandang disabilitas dibuat
melalui kaidah utama dalam fikih yang berbualdimasyaqqgatu tajlibu

al-taisir yaitu kesulitan dalam hokum Islam justru mengakibatkan

“9bid., 33-34
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kemudahan.Implementasi kembhda tersebut mencangkup perlakuan
khusis terhadap penyandang disabilitas sebagaimana terlihat dalam

beberapa kesulitan dan akomodasi yang diberikan olerikin.

Pada Undang/ndang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
Cacat didalamnya masih belum mengakdasi pemenuhan hdlak
penyandang disabilitas. Undahipdang tersebut memposisikan
penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasih. Setelah
konvensi hak penyandang disabilitas muncul pada tahun 2006 oleh PBB
maka terjadi perubahan yang sigtan dalam upaya pemenuhan hak
penyandang disabilitas. Hal ini ikut mempelopori adanya perubahan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pada
tahun 2011 Indonesia ikut meratifikasi konvenan tersebut dengan upaya
mengganti UndangyndangNomor 4 Tahun 1997 TentangPenyandang
Cacat dengan Undangndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas yang isinya lebih mengakomodasi pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas.

Sedangkan Islam sendiri memandang penyandang disabilitas
dengan ne#al. Hal tersebut karena, Islam sendiri menilai manusia itu
sama disisi Allah dan yang dilihat bukanlah fisiknya akan tetapi

ketakwaannya kepada Allah. Dalam fikih pun sudah ada akomodasi bagi

“M. Khoirul Hadi, AFikihunDilssabaim iBearsh:asStsudMa sT
Palastren9No.1(2016):https://www.researchgate.net/publication/314156183_FIKIH_DISABILIT
AS_Studi_Tentang_Hukum_lIslam_Berbasis_Maslahah
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penyandang disabilitas, hal ini adalah upaya Islam dalam mé@mberi

kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal peribadatan.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Disini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini pada
hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis
tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditetegmjah kehidupan masyarakat.
Jadi, mengadakan penelitian dgan mengenai beberapa masalah aktual yang
kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses

sosialt
Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Yuridis, merupakan suatu pendekatan yang digunakan
sebagai bahan hukum utama dan dilakukan dengan cara menelaah
suatu hukum dalam peraturan perundandangan yang berlaku di
Indonesig

2. Pendekatan Normatif, merupakan cara pandang agama dalam mengkaiji
suatu permasalahan berdasarkan paeé@ Alr 6 a n -Halds sebagydi

pedoman dasar dalam kehidupan mantisia.

Mardalis,Metode Penelitian (suatu pendekatan propos@lpkarta: Bumi Aksara, 1990),
28

2Beni Ahmad Saebani dan Yana Sustidatode Penelitian(Bandung: Pustaka Setia,
2018), 113.

3lbid., 114
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B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini  dilakukan di Universitas Islam Indonesia yang
merupakan kampus swasta tertua dengan visi sebagai kampus rahmatan
il 6dal amin

C. Informan Penelitian

Informan ialah pihak atau orang secara pribadi yang dimintai
keterangannya melalui wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

Sebagai pihak yang berkompetdalam hal ini pihak yang dimaksud yaitu:

- Rektor
- Direktur PUSHAM UlI
- Civitas Akademik Penyandang Disabilitas

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik purpusive sampling,
yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampleldsarkan suatu

tujuan tertentu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang’terkait.
E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data atau prosedur
yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam
penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengancasxasebagai

berikut:

IMardalis, Teknik.., 58.
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Wawancara

Wawancara adalah cacara memperoleh data dengan berhadapan
langsung, bercakapakap, baik antara individu maupun individu
dengan kelompok.

Dokumentasi

Dokumentasadalah data peneliti yang siap pakai, berfungsi untuk
pertimbangan berbagai keraguan dalam proses penelitian

selanjutnya dan sebagai pengecekan.

F. Keabsahan Data

Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam

pengambilan keputusan, penyosmenggunakan teknis trianggulasi yaitu suatu

cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai

metode agar informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti

tidak salah mengambil keputusareknik trianggulasi merugan teknik paling

umum yang dipakai untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini, hanya memakai tiga teknik trianggulasi yaitu:

Trianggulasi Data atau Sumber Data, yaitu dimaksud agar
pengumpulan data peneliti menggunakan multi snofdta.

Trianggulasi Metode, vyaitu dilakukan dengan menggunakan
berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis.
Trianggulasi Peneliti, yaitu diharapkan dengan beberapa penelitian
yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang

samadapat menghasilkan yang sama atau hampir sama.
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G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan
menginterprestasikan data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai
informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna danaadi y
jelas sesuai dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini, penyusun
menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yangbertujuan untuk

menyorot objek penelitian secara utuh, kemudian ditarik suatu generalisasi.

40
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Universitas Islam Indonesia Sebagai KampuRa0mat a ilamgi | 6

Dengan Vi sinya Aiterwujudnya Uni ver si
rabna t a rJandi rhemitki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan),
risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat

dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas dinegarg ar a maj u o .

Menurut Bapak Rohidin selaku wakil rektor 3 (tiga)visi Ull tersebut
diturunkan padaVelues, Inovation, Perfectio Sedangkanraimatan il
dami sendiri diturunkan padaelues atau nilainilai yang membawa
kemaslahatan bagi alam semesta yang didalamnya ada manusia, makhluk
hidup serta keseimbangan dan keselarasan lingkungan.Velues ini meiliki
karakteristik sebaa berikut; 1llslamic intergrityatau taqwa yang didalmnya
terkandung adanya islam, ihksan, iman, amal sholeh, ihklas dan amanah. 2.
Moral atau akhlak perilaku didasari syura, demokratis, istigomah, bersukur,
rendah hati, sederhana dan ganaah. Apabdmislintergitas dan moral yang
baik dilaksanakan dengan baik maka kemaslahatan bagi manusia, mahkluk
hidup keseimbangan serta keselarasan lingkungan akan terwujud. 3. Ada

Kindnessatau kemaslahatan yang didalamnya ada sifat kerjasama, baik hati,
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pemurah dn toleran. 4. Profesional yaitu adanya kejujuran, adil dan

komitmen. 5. Loyalitas yang didalamya ada taat, patuh dan rasa mémiliki.

GagasanraOna t a nUarhgi didalatn islam ini sendiri masih konsep
abstrak. Agar lebih operasional, pengertian Numar®yberikut ini bisa
menjelaskan gagasan Islamima t a ridaniitersebat, yaitu gagasan dan
upaya orang Islam khususnya di Indonesia menjadikan Islam: Islam sebagai
rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga
untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hamblum
minan nas dan juga hablum minal alatakanya Islam yang menyelamatkan

adalah Islam yang memiikkan keselamatan bagi semuasdya

* € ol oy SRS

fiDan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi se mAnbiyaaayatllodmo. ( QS. Al

Lalu bagaimana kaitannya dengan Univesitas Islam Indonesia sebagai
kampus radma t a n Uarhgi? | Tentd saja kampus yang miliki islamic
intergrity, moral yang baik, kindess atau kemaslahatan, profesionalitas dan

loyalitas. Kampus yang lebih pemurah, lebih toleran, lebih intergrati, jujur

Uwawancara dengan Rohidin di Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2020

2 smail Yahya, Al sl am Ra/maidimn Lil 6al ami no
surakarta.ac.id/?p=12750tml diakses pada sabtu, 11 Januari 2020, pukul 20.20 WIB.

SAl-Qur 6an -Subiayaa#d Ayat 107

“Tim Penerjemah AFQur 6 a@Quiban Kari m dan (Yogakarta:ma h an
Ull Pers, 1999), 589.

dal

Ar t |


http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
http://www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750
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dan punya komitmen khususnya komitmen bagi penyandang disabilitas yang

memiliki kebutuhan khusus dilingkupllJ

Hal ini menunjukan bahwa Universitas Islam Indonesia memiliki
keperduliannya kepada penyandang disabilitas mahasiswa maupun civitas
akademik dalam bentuk Ull meratifikasi regulasi yang ada dalam undang
undang akan tetapi Ull belum memiliki regulasi &bs terkait penyandang
disabilitas dan pada faktanya sarana dan prasana yang disediakan oleh
kampus belum maksimal, masih banyak kekurangan kampus dalam

ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal ini UndangJndang No 12 Tahur2012 tentang Pendidikan
Tinggi pada Pasal 41 Ayat 3 mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi
memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan malrsismea
bahwaperguruan tinggi juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang
dapat mengakomodasi penyandang disabilitas karena mimiliki potensi dan

kecerdasan yang berbeda.

Bapak Taufik dosen Fakultas Teknologi Industri (FTI) yang merupakan
penyandang disabilisadaksa yang harus menggunakan alat bantu kursi roda
atau alat bantu jalan kruk mengatakan bahwa saat ini Universitas Islam
Indonesia memiliki perubahaan yang sangat pesat dalam hal aksesibilitas
sarana daprasarana bagi penyandangabilitas salah satuya adalah sudah

adanya lift pada hampir di setiap gedung yang membantu mobilitasnya. Akan

SUndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



44

tetapi beberapa fungsional sarana dan prasarana belum maksimal dan belum
memenuhi standar terutama pada bagian pegangan yang ada didalam toilet

disabilitasyang diraa tidak kuat menumpu berat badan.

Ketentuan bangunan gedung sudah di at
Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas

Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung
1. Maksud dan tugn

ADi jelaskan bahwa pedoman teknis in
acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis

dan pelaksanaan kontruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengatamak

semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Tujuan dari
penyusunan pedoman teks ini adalah untuk mewujudkan kesamaan,
kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran
penyandang disabilitas dan lansia diperlukan sarana dama wyaag

memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang akhirnya dapat
mencapai kemandirian dan kesejahterahan penyandang disabilitas dan

lansia.’

2. Asas fasilitas dan aksesibilitas

SWawancara dengan Taufik Hidayanto di Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020.
"Peraturan Menteri Pekerjaan Um Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis
Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
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a 0Kesel amat an, yaitu setiap bangune
suat lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi

semua orang.p. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan., c. Kegunaan, vyaitu setiap orang harus dapat
mempergunakan semutempat atau bangunan yang bersifat umum

dalam suatu lingkungard, Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa

mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan

yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa

membutuhkan bantuan orarairo.®

3. Penerapan pedoman
a. Lingkup

fiPeraturan menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan
aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk
ruang terbuka dan penghijaun yang dikunjungi dan digunakan oleh
semua orang termaspenyandang disabilitas dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksud dalam peraturan menteri adalah
sumua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya,
baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan,

yang berfungsi selain sebagamah tinggal pribadi yang didirikan,

8bid.
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dikunjungi dan mungkin oleh semua orang termasuk penyandang

di sabilitas, | ansia dan yang berkebu

b. Jenis bangunan gedung

fiJenis bangunan gedung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah

bangunan yang bieingsi sebagai:

1) Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat,

asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll.

2) Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura,

wihara, dan kenteng serta bangunan gedung keagamaaralanin

3) Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran,
kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang
perdagangan , gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan

rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhansesiun kereta api;

4) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan
untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan
kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung

konferensi;

5) Gedung fungsi khusus meliputi: bamgn gedung untuk reaktor

nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;

*Ibid.
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6) Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat

pemakaman umum dan fuang publik 1l ain
c. Fasilitas umum lingkungan (ruang terbuka dan penghijauan)

1) A Rerbauka gktif: setiap ruang terbuka yang diperlukan untuk
umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman

teknis aksesibilitas yang ditetapkan

2) ARuang terbuka pasif: setiap rua
perencanaa bangunan secara terpadu seharusnya memnuhi seluruh

pedoman teknis aksedibilitas yang di
d. Penerapan
1) Penerapan wajib

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan

sebagai berikut:

a) Bangunan gedung yang telah ada:

fiSetiap banguan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung
yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan
aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah,
minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung

pelayanan transportasian bangunan gedung hunian masal semua

Obid.
Hbid.
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lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman fasilitas dan

aksesibilitas.

b) Bangunan gedung yang akan dibangun:

fiSetiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi
seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksétas yang ditetapkan

dalam pedoman ini

c) Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

ASeti ap bangunan gedung yang me n
penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada

fungsi maupun luas bangunan, maka phdgian bangunan yang

berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan,
sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi

pedoman sesuai ketentuan butir 10.

d) Bangunan gedung yang dilindungi:

fiBangunan gedung yang merupakan bangunan jasakeharus
memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti

pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku

e) Banguan gedung yang merupakan bangunan darurat

ABangunan gedung sementar a, yaitu

konstruksi prmanen tapi dimaksud untuk digunakan secara penuh
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oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun,

di waji bkan memenuhi pedoman teknis

e. Penerapan tidak wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib Hzgigunan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

ABangunan yang dapat di bukti kan,
yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa
pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi

karena adanya kondisi site bangunan, kondgtes struktur

dan kondisi | ainnya yang spesifik
fiBangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat

umum dan hanya dalam waktu terbatas

fiBangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan

yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses
pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material

dan direksi ke

ABangunan dan bagian bangunan ya
dihuni secara tetap dalam waktu yang lam, yang dicapai hanya

melalui tangga, dengan merangkak, fang yang sempit, atau

ruarg lift barang, dan bagi ruangang yang hanya dapat
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dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan

pemel i haraan dan ¥perawatan bangun

f. Prinsip penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan memenuhi pedoman
teknis fasilitas daraksesibilitas, digunakan prinsginsip penerapan

sebagai berikut:

1) ASeti ap pembangunan bangunan ge
lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.Setiap
kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua
pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada: ukuran dasar ruang/

ruang lantai bebas, pintu, ram, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran,

wastafel, telepon, perabotan, perlengkapan dan peralatan kontrol,

Rambu dan mar kao.

2) NnSeti ap pakabganarggeduray marus memperhatikan

pedoman teknis fasilitas dan aksesib
i. Ukuran dasar/ ruang lantai bebas;
ii. Jalur pedestrian;
iii. Jalur pemandu;

iv. Area parkir;

12bid.
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v. Ram;
vi. Rambu dan marka;

3) Setiap pembangunaringkungan di luar bangunan harus

memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
1. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
i. Ukuran dasar ruang
ii. Jalur pedestrian;
iii. Jalur pemandu;
iv. Area parkir;
V. Ram;
viRambu dan mark&

Pada Undanggndang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di
katakan bahwa mempunyai hak, itu termaktup pada pasal 5 bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak;
privasi, (4) keadilan dan perlindungan hukum, g&hdidikan, (6) pekerjaan,
kewirausahaan dan koperasi, (7) kesehatan, (8) politik, (9) keagamaan, (10)
keolahragaan, (11) kebudayaan dan pariwisata, (12) kesejahteraan sosial, (13)
aksesibilitas, (14) pelayanan publik, (15) perlindungan dari bencana, (16)
habilitas dan rehabilitas, (17) konsesi, (18) pendataan, (19) hidup secara

mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, (20) berekspresi, berkomunikasi

Bbid.
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dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, (21)

bebas dari tindakan diskriminasi, penet ar an, penyi ksaan,

Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan maka Ull
harus memperhatiakan Pasal 5 butir e yang dimana salah satunya hak
pendidikan. Di dalam Undargndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disalitihs dijelaskan hak pendidikan pada:
Pasal 10
Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. AMendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan kliysus

b. fiMempunyai kesamaarkesempatan untuk menjadi pendidik atau
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan
jenjang pendidikad)

c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan
yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan

jenjang pendidikan; dan
e. Mendapatkan akomondasi yang layak sebagai peserta‘didik.

Berikut ini adalah tabel sarana dan prasarana yang kurang aksesibel bagi

penyandang disabilitas di lingkup Universitas Islam Indonesia:

“bid.



Tabel 1

SARANA DAN PRASARANA FISIK PENUNJANG
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS

Sarana dan Prasarana

Kondisi Idea

Pintu

Lebar pintu minimal 90 cm dan rata. Tidak g

perbedaan lantai di luar dan lantai di dalam

Ramp

Harus disediakan ramp (bidang miring) unt
lantai yang berbeda ketinggiannya deng
ketentuan kemiringan ramp maksimal-1G
derajat. Penjang kemiringan minimal 120cm ¢
tidak boleh lebih dari 900cm. Lantai tidak bol

licin, dengan lebar minimal 120cm.

Tangga

Lift untuk bangunan yang bertingkat.

Guiding block

Disediakan guiding block (ubin pemandu) an

gedung dan antar ruang.

Fasilitas penghubung

Disediakan fasilitas penghubung antar ged
yang bisa dipergunakan oleh penyand

disabilitas.

Kamar kecil (toilet)

Toilet aksesibel dengan ketaan:

a. Pintu dengan lebar 90cm lengk
dengan kuncinya serta mudah dibu
dan ditutup.

b. Ukuran ruang minimal 1,5m x 1,51
agar kursi roda bisa bergerak.

c. Disediakan pegangan rambat (hg
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rail).
d. Toilet duduk.
e. Tidak ada perbedaan ketinggian anat
lantaidiluar dengan didalam toilet.
f. Tombol darurat diletakan pada temy
yang mudah dicapai
g. Ketinggian wastafel dan pengering

tangan 75cm.

Akses jalan Jalan anatar gedung dan ruangan dibuat
(tidak ada perbedaan ketinggian lant

dilengkapi hand rail daguiding block.

Ramburambu dan marka Disediakan rambwambu dan marka disabilitg

diberbagai tempat guna mendukung mobilitas

Maka Universitas Islam Indonesia harus memperhatikan sarana dan
prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang berada di lingkup
Ull, bukan hanya untuk mahasiswa akan tetapi juga untuk civitas akademik,
karyawan/pegawai atau seseorang yang sedda keperluan di lingkup UII.

Hal ini juga merupakan apa yang dietiégakan Ull yang ada dalam visi Ull

itu sendiri yaitu sebagai kampreOna t a tlamqi | 6
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B. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyandang Disabilitas di

Universitas IslamIndonesia

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah perang dunia ke dua
dan pada waktu pembentukan Perserikatan BaBgegsa tahun 1945.
Istilah hak asasi manusia menggantikan istiakural right Hal ini terjadi
karena konsep hukum alam yangWagtan dengan hakak alam menjadi
materi yang kontroversial.Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural
right merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal,
dalam perkembangannya telah mengalami perubpbarbahan mendasar
sejalan dengan keyakinan dan praktilaktik sosial di lingkup kehidupan
masyarakat luas. Usaha merumuskan hak asasi manusia ke dalam suatu
naskah internasional berhasil dilakukan pada 10 Desember 1948 dengan
diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi MamusjDUHAM) atau
Universal Declaration Of Human RightJDHR) oleh negaramegara yang
tergabung dalam Perserikatan BanBsagsa. Sebagai sebuah pernyataan
bersama, secara moral DUHAM baru mengikat namun secara yuridis
DUHAM belum mengikat.Namun demikian, nkgsun tidak mengikat secara
yuridis, dokumen tersebut memiliki pengaruh yang bersifat moril, politik dan
edukatif yang sangat berarPUHAM a d a | a h csoenbnui at hmaeéh t O

secara universal pada normarma dan hakak asasit®

ko Riyadi (ed.), To Promote: Membaca Perkembangan Hak Asasi Manusia di
Indonesia, (Yogyak#a: PUSHAM Ull, 2012), 3.
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Hak asasi manusia merupakaorma universal yang dapat diterapkan
dimana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan
uni versalisme berkembang dengan semboy
unt uk slkhumaa dght(for al).Semboyan ini bergema dan menjadi
kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi
manusi a. Di satu sisi, gagasan I ni
(indivisibility) dan Okesal i nngeidependendy semuaunakg a n 6 (
asasi manusia, yakni perpaduan dari kordaap generasi hak asasi manusia.
Hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif sama pentingnya dengan
hakhak sipil dan politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyatanya
hanya akan dapat dicapai dengan perpaduan yang seimbang anatar berbagai
hak asas manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan
intervensi negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Pada saat
yang sama, gagasan yang sama juga merupakan simbol dari universalitas hak
asasi manusia dalam pengertian yang lebih sergpkni keberlakuannya
secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama,

ras, warna kulit, asalsul etnis sosial, kebangsaén.

Mengakui bahwa di sabilitas Amer upaka
berkembang dan disabilitas merupakan |rdesii interaksi antara orargrang
dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang
menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat

berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, mengakui pentingnya pedoman

18Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayanto (ed.), Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme
Perlindungannya, (Yogyakarta: PUSHAM Ull, 2012),8.
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prinsip dan kebijean yang termuat dalam program aksi dunia mengenai
penyandang disabilitas dan dalam peratyraraturan standar mengenai
persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi
promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, progrigpade
tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan
kesempatan bagi penyandang disabilitas, menekankan pentingrig isu
disabilitas sebagai bagian intergral dari strategi yang relevan bagi
pembangunan yang berkesinambungan, meaengaka bahwa diskriminasi

atas setiap orang berdasarkan disablilitas merupakan pelanggaran terhadap
martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, mengakui pula keragaman

penyandangdisabilitaso.

Pada tanggal 3 Mei 2008 sudah mulai berlakudgavation on the Right
of Person With DisabilitieCRPD). CRPD lahir setelah puluhan tahun
AfnPer ser i k @&angsa (PBB ekarja untuk mengubah sikap dan
pendekatan untuk difabel. CRPD merupakan wujud puncak perubahan
paradigma gerakan disabilitas dariracapandangan lama yang melihat
penyandang disabilitas sebagai Aobyekod
sosi al kepada cara pandang baru yang me
yang memiliki hak, yang mampu mengklaim Heknya, dan mampu
membuat keputa untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan

kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. Hal ini

"Konvensi hakhak penyandang disabilitas, dikutip dari
https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvepsnyandandiak-hakdissabilitasdiakses pada hari
kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 12.23.
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menjelaskandan menjelaskan bahwa semua kategori hak asasi manusia
berlaku untuk penandang disablititas serta mengidentifikasi dauaptasi
harus dibuat untuk menjamin bahwa difabel dapat menikmati dan

menjalankanhak aknya seclara efektifo.

Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini pada 30 November 2011
dengan Undanggndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengediaan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi
Mengenai HakHak Penyandang Disabilitas). Dengan pckokok isi

konvensi sebagai berikut:

1. Pembukaan
APembukaan beri si pengakuan harga
bagi penyandang disditas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan
efekif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa
diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap
martabat dan nilai yang melekat pada setiap @arang

2. Tujuan
fiTujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan

menjanin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua

18Konvensi Internasional tentang Hak Difabel, dikutip dari
https://www.solider.id/baca/59Ronvensiinternasionatentanghak-difabelcrpd diakses pada hari
kamis tanggal 30 Januari 2020 jam 13.01 WIB.

di


https://www.solider.id/baca/592-konvensi-internasional-tentang-hak-difabel-crpd
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penyandang disabilitas, serta pengormatan terhadap martabat
penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisainkanegnt
dignity)o.

Kewajiban Negara

fiKewajiban negaranerealisasikan hak yang termuat dalam konvensi,
melalui penyusuaian peraturan perundandangan, hukum dan
administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan
perundangundangan, kebiasaan dan prakgiaktik yang diskriminatif
terhadap penyandgn disabilitas, baik perempuan maupun anak,
menjamin partisipasi penyandang dissabilitas dalam segala aspek
kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga,
seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan
komunikaso.

Hak-hak Penayangdang Disabilitas

fiSetiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena
mena, serta memiliki hak untuk mend&aeat penghormatan atas
intergritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang
lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan
darurab.

Implementasi dan Pengawasarsidaal
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ANegar a pi hak har us menunj uk | em
bertanggungjawab terkait pelaksanaan konvensi ini, dan membangun
mekanisme kordinator di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi
tindakan tersebuto.

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantavénsi Hak
Hak Penyandang Disabilitas
ANegara pihak wajib membuat | apor an
(dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling
lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite
Pemantau Konvensi WMadak Penyandang Disabilitas melalui
Sekretaris Jendral Perserikatan BarBaagsa. Komite Pemantau
Konvensi HakHak Penyandang Disabilitas membahas laporang yang
disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan
mengenai cara dan sarana meningkatkapasitas nasional untuk
pelaksanaan konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama
internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantauan Unstrumen
Hak Asasi Manusia Internasional dan battadan Perserikatan

BangsaBangsa lainnya®®

Ada 3 (tiga)bentuk kewajiban negara, masin@sing adalah kewajiban

untuk menghormati opligation to respegi kewajiban untuk memenuhi

1%UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention On The Right Of Person With Disabilifiéenvensi HakHak Penyandang
Disabilitas).
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(obligation to fulfill), dan kewajiban untuk melindungil{ligation to protedt

Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebuthdal

1. fKewajiban untuk menghormati

a. fNegara tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga
negara. Campurtangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak
asasi manusia. Contohnya adalah: Hak untuk hidup. Berhubungan
dengan kewajiban negara untuttatk membunub

b. fHak atas integritas fisik dan mental. Berhubungan dengan kewajiban
negara untuk tidak menyik&a

c. AHak untuk memilih. Berhubugan dengan kewajiban negara untuk
tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum
yang demokratis

d. fAHak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan
kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan
dan sistem pendidikan

2. Kewajiban untuk memenuhi

a. fHal ini mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah
legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis

b. iNegar a har us-hanwarga sdgardnya mapdt serfpenuhi
hingga pencapaian maksimal.Sebagai contoh, setiap penyandang
disabilitas yang ditahan karena tuduhan melakukan kejahatan harus

segera didampingi pengacara, dokter, psikolog/psikiater dayaaidi

20pyguh Windrawn (ed.), Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas,
(Yogyakarta: PUSHAM UlI, 2015), 26.
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sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sesaat setelah mereka
ditahano.

c. APenyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara
berkewajiaban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar
pendidikan inklusi tersebut dapat terpemuhi

3. Kewajiaban untuk melindungi

a. nKewaji ban i ni mensyaratkan tindak.
memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak
ketigao.

b. fiMereka yang disebut pihak ketiga adalah individu, kelompok maupun
korporaso.

c. fiNegara lrus menyediakan tatanan yang aman agar penyandang
disabilitas tidak rentan menjadi korban kejahatan

d. AJika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, maka negara
wajib menangkap dan memproses hukum si pelaku. Membiarkan
pelaku hidup bebas, samaiaya dengan melanggar hak atas rasa
aman korbaa

e. fiNegara juga berkewajiban memastikan bahwa penyandang disabilitas
dapat bekerja di sektor swasta. Mereka juga diharuskan mendapatkan
perlindungan dari potensi pelanggaran atau kejahatan dari sektor

swastaarsebub.

Tiga kewajiban diatas merupakan keniscayaan yang harus dipenuhiagar

tidak berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada kondisi ini,
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pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diterapkan kepada negara
(pemerintah: eksekutif, Kétidagmagah at | f
(unwillingnes$ dan ketidakmampuarurgability) negara untuk melindungi

dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusifypasif (

right violation by omissionSedangkan kegagalan negara untuk menghormati
disebut sebagai pelanggarhak asasi manusia aktifiyman right violation

by commission &' .

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang ada di Indonesia,
Universitas Islam Indonesia (Ull) berperan dalam pemenuhan hak
penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tingginHail muat

dalam UndangJndang No 8 Tahun 2016 pada pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 10

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. AMendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di
semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan seicdtasif dan khusug

b. AiMempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau
tenaga pendidik pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan
jenjang pendidikam

c. AMempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan
yang bermutu pada satupendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang

pendidikam; dan

bid., 28
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d. fiMendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta.étdik

Dan sebagai perguruan tinggi Ull harusfasilitas untuk membentuk unit
layanan disabilitas yang dimaksud untuk memberikg@ndampingan
terhadap difabel. Hal ini juga ada di dalam Undaimglang No 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas pasal 41 yang berbunyi:

Pasal 41 Ayat 3

NRnSetiap penyel anggara pendidikan ting:

Unit Layana® Disabilitaso.

Pasal 41 Ayat 4

Unit Pelayan Disabilitas sebagai mana dimaksud pada ayat 3 berfungsi:

a. AMeningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan di
pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang
Disabilitag;

b. fiMengoordinasikan setiap uniteka yang ada di perguruan tinggi
dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang
disabilita®;

c. fiMengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang; layak

d. AMenyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang

disabilitas;

22UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Hbid.
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e. NMelakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi
disabilita®;

f. fMerujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter,
psikolog, atau psikiatér dan

g. AiMemberikan sosialisai pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan

inklusif kepada pndidik, tenaga kependidikan, dan peserta ditfik
Pasal 41 Ayat 7

Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan

Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa:

a. fTeguran tertulig;
b. APenghentian kegiatan pendidikan
c. fiPembekuan izin pgelenggaraan pendidikendan

d. fiPencabutan izin penyelengaraan pendidikan

Sebagai kampus Islam, Ull memiliki tempat ibadah utama yang ada di
kampus terpadu yaitu masjid ulil albab yang dimana terletak dilantai dua (2)
diatas gedung kahar mudzakiengan akses menggunakan eskalator atau lift
tangga untuk menuju masjid tersebutraga kurang aksesibel bagi
penyandang disabilitas khususnya pengguna alat bantu kursi roda dan atau
kruk. Hal ini disampaikan saudara Taufik seorang dosen di teknik informatika
yang menggunakan alat bantu jalan, bahwa saudara Taufik kurang bisa

mengakse®skalator atau lift tangga tersebut karena pada dasarnya seorang

Zbid.
bid.
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penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda dan atau kruk
membutuhkan keseimbangan untuk mengakses eskalator atau lift tangga
tersebut dan jika menggunakan kursi roda maka tidak rbesagaksesnya.
Saudara taufik juga belum pernah beribadah di masjid tersebut karena alasan
akses dan keselamatan bagi dirifSdntuk tempat ibadah sendiri juga sudah
disampaikan pada Undatgndang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas Pasad Yang berbunyi: memperoleh kemudahan

akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Gambar 1. Lift tangga menuju masjid ulil albab

28Wawancara dengan Taufik HidayantoYaigyakarta, tanggal 6 Januari 2020.
2"UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
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Dilihat dari trotoar yang ada di Ull, guiding block atau jalan pemandu
hanya bisa diakses pada abeallevard saja, Sedangkan pada bagian area lain
trotoar belum terpasang guiding block. Hal ini merupakan salah satu bagian
dari hambatan bagi penyandang disabilitas netra yang harus menggunakan
guiding block sebagai akses pemandu jalan. Tidak hanya tretdar juga
masih didapati penghalang yang dapat mengbambat penyandang disbilitas
dalam mengaksesnya, seperti tiang listrik di tengah guiding block yang
memutus akses, besi penutup gerbang yang berada di atas trotoar serta trotoar

tidak rata.
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Sedangkan untuk toilet ramah disabilitas +rata disetiap gedung
dilingkup Universitas Islam Indonesia sudah ada akan tetapi dalam
pemasangahand rail (pegangan) tidak tealu kuat sudah banydkand rail
yang sudah rusak sedangkan terkait ketinggian wastafel dan pengeringan
masih bervariasi belum mengacu pada ukuran standar ketinggian wastafel
yakni 75cm, dan ada beberapa gedung yang belum memiliki toilet ramah
disabilitas eperti di gedung Pascasarjana FIAlI Ull dan di Pascasarjana
Fakultas Hukum Ull. Sedangkan di gedung Wachid Hasyim dan gedung

Moh.Yamin toilet ramah penyandang disabilitas hanya terdapat di lantai 1.

Gambar 4. Toilet di gedung Prof. Zanzawi Soejati
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Dilingkungan kampus Universitas Islam Indonesia masih minim rambu
rambu bagi penyandang disabilitas, rasndonbu disini bertujuan untuk
memudahkan penyandang disabilitas dalam mengdiesdgas yang ada
didalam lingkup kampus. Seperti rambu dan tempat parkir khusus bagi
penyandang disabilitas masih jarang dijumpai di setiap gedung yang ada di

Universitas Islam Indonesia

Gambar 5. Tempat parkir khusus di gedung Soekiman Wirjosandjojo
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Untuk guiding block(ubin pemandu) didalam gedung masih sangat langka,
ubin pemandu di dalam gedung bisa di jumpai di gedung Moh.Yamin
Fakultas Hukum dan itupun hanya terletak di lantai bawah dan hanya
disebagian samping kanan saja. Ubin pemandu sdmgahanfaat bagi
penyandang tuna netra karena dengan ubin pemandu dapat memudahkan

untuk memasuki ruangan yang akan dituju.

Gambar 6. Guiding block di dalam gedung Moh Yamin



